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Abstrak 

Indonesia mengalami berbagai perubahan hukum yang dinamis. Diawali dari 

hukum yang awalnya menekankan pada keadilan retributif menuju kepada hukum yang 

mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice. Dengan adanya pendekatan 

restorative justice di Indonesia menjadikan suatu kebaharuan hukum yang 

mengakomodir sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki oleh pendekatan keadilan 

retributif.. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya tindak pidana yang 

berkaitan dengan lingkungan seperti penebangan pohon tanpa izin atau illegal logging 

yang jika dilihat dari sisi kemanfaatan, adanya ganti kerugian pada pendekatan 

restorative justice memberikan suatu penyelesaian yang baru jika dibandingkan dengan 

menggunakan sistem peradilan pidana yang memiliki hambatan dalam mewujudkan 

adanya ganti kerugian kepada korban. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk 

mengetahui penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penebangan pohon 

tanpa izin di Polres Semarang. (2). Untuk mengetahui faktor hambatan dalam 

penerapan restorative justice  terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di 

Polres Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan non-doktrinal 

dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung di Polres Semarang. 

Aturan yang terdapat di kepolisian mengenai penerapan restorative justice 

memiliki syarat-syarat diantaranya syarat formil dan syarat materiil yang keduanya 

harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diberikan sebagai batasan untuk tindak pidana 

mana saja yang dapat diselesaikan dengan restorative justice karena restorative justice 

juga tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, 

tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terorisme, tindak pidana yang 

mengancam keamanan negara, dan pengulangan tindak pidana.  

Penebangan pohon tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana yang pernah 

ditangani polres semarang dan diselesaikan dengan pendekatan restorative justice 

karena terpenuhinya persyaratan yang diperlukan untuk penyelesaian dengan 

restorative justice walaupun terdapat beberapa hambatan yang dialami mengenai 

kesepakatan damai dengan pemenuhan hak berupa ganti kerugian 
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